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Susi Pudjiastuti Usul Kapal Nelayan
Ukuran 10 GTTak Perlu Urus lzin

JAKARTA (IM) - Man-
tan Menteri Kelautan dan
Perikanan Susi Pudjiastuti
mengusulkan agar kapal ne-
layan kecil hingga 10 gross ton
(GT) tidak perlu mengurus
izin-izin. Sebab, para nelayan
yang pendapatannya sama
seperti Usaha Mikro Kecil dan
Menengah (UMKM) itu harus
mengeluarkan uang banyak
untuk mengurus izin layak
operasi hingga izin menangkap
ikan ke kantor pusat.

“Kemudian seperti pen-
gurusan izin, juga dulu za-
man saya, nelayan kapalnya
di bawah 10 GT tidak usah
ada izin-izin, tidak usah urus
apa-apa. Sekarang katanya
harus ke pusat lagi,” kata Susi
saat menjadi pembicara dalam
seminar nasional di Kan-
tor Kemenko PMK, Jakarta
Pusat, Rabu (13/9).

Susilantas mencontohkan
para nelayan di Labuan Bajo
dan Alor yang harus pergi
mengurus izin ke Provinsi
Kupang, Biaya yang dibutuh-
kan ke Kupang dengan naik
pesawat mencapai Rp 1-2 juta.

Belum lagi, menunggu izin
keluar dari pemerintah mem-
butuhkan waktu lama. Tidak
jarang masa berlakunya sudah
habis untuk menunggu izin-
izin lain yang belum keluar.

“Yang saya pikir itu hal
yang gila, musykil, untuk
orang dari Labuan Bajo wa-

laupun tidak di pusat, ha-
rus ke provinsi. Kemudian
kalau dia harus nunggu
SLO (surat laik operasi/
SLO). Kalau dia sudah beli
S, SLO-nya enggak keluar
karena terlambat, S-nya
habis, uangnya habis, tak
bisa melaut,” ungkap Susi.

Susi meminta para
pembuat kebijakan memu-
dahkan pekerjaan para
nelayan kecil dengan ti-
dak perlu mengurus izin
berbelit-belit.

Terlebih, UMKM den-
gan penghasilan yang sama
pun tidak dikenakan pajak
sesuai aturan Kementerian
Keuangan (Kemenkeu).

“Jadi kalau kita mau
membangun masyarakat
pesisir, yang pertama kita
lakukan adalah satu, kita
harus evaluasi dan lihat
keberpihakannya sampai
mana dan seperti apa. Per-
soalan keberpihakan kalau
tidak ada, mau step berikut-
nya, ya percuma,” katanya.

“Ngapain orang pu-
nya kapal 10-12 meter
harus urus izin. Negara
merdeka berdaulat, rakyat-
nya mau berusaha, nelayan
itu UMKM menurut saya,
mereka bermodal keluar-
kan uang, bahkan berisiko
nyawa. Jadi UMKM yang all
out. Bukan cuma berdagang
di toko,” kata Susi. @ han

KPI Putuskan Tak Ada Pelanggaran
dalam Tayangan Azan Ganjar Pranowo

JAKARTA (IM) - Komisi
Penyiaran Indonesia (KPI)
memutuskan tidak ada pe-
langgaran dalam tayangan
azan yang menampilkan so-
sok bakal calon presiden (ca-
pres) PDI Perjuangan, Ganjar
Pranowo, di salah satu stasiun
televisi swasta.

Keputusan itu diambil
pada 13 September 2023 me-
lalui rapat pleno KPI. “Ber-
dasarkan hasil forum klarifika-
si dan rapat pleno, KPI menilai
bahwa siaran azan maghrib
yang menampilkan salah satu
sosok atau figur publik ti-
dak melanggar ketentuan Pe-
doman Perilaku Penyiaran
dan Standar Program Siaran
(P3SPS),” demikian dikutip
dari siaran pers KPI Pusat.

Sebelum mengambil
keputusan, KPI lebih dulu
memanggil pihak stasiun tele-
visi swasta terkait untuk dim-
intai klarifikasi. Proses klarifi-
kasi digelar Senin (11/9). Dari
klarifikasi tersebut, KPI tak
menemukan adanya dugaan
pelanggaran. Ke depan, KPI
mengingatkan semua lembaga
penyiaran untuk tetap men-

jaga independensi selama
pelaksanaan Pemilu 2024.
“KPI mengimbau ke-
pada seluruh lembaga pe-
nyiaran untuk tetap menge-
depankan prinsip adil, tidak
memihak, dan proporsional
dalam menyiarkan program
siaran demi menjaga penye-
lenggaraan Pemilu 2024
yang demokratis,” demikian
siaran pers KPI Pusat.
“Adapun langkah se-
lanjutnya terkait isi siaran
kepemiluan yang berpo-
tensi melanggar, KPI akan
menindaklanjuti dengan
berkoordinasi bersama Gu-
gus Tugas yang terdiri dari
Komisi Pemilihan Umum
(KPU), Badan Pengawas
Pemilihan Umum (Bawas-
lu), KPI dan Dewan Pers,”
lanjut siaran pers itu.
Sebelumnya, kemuncul-
an Ganjar dalam tayangan
azan maghrib di sebuah
stasiun televisi jadi sorotan.
PDI-P membantah bahwa
pihaknya berupaya melaku-
kan politik identitas dengan
menampilkan sosok Ganjar
dalam tayangan itu. e mei
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DAHLAN ISKAN DIPERIKSA KPK
Mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan (kiri)
berjalan usai menjalani pemeriksaan di Gedung
Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (14/9). Menteri
BUMN periode 2011-2014 itu diperiksa sekitar
enam jam sebagai saksi kasus dugaan korupsi
pengadaan gas alam cair atau liquefied natural
gas (LNG) di PT Pertamina tahun 2011-2014.

1.462 Kasus Korupsi di Daerah,
Mayoritas Gratifikasi dan Suap

JAKARTA (IM) - Ke-
tua Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) Firli Bahuri
mengungkap, hingga 11
September 2023, ada 1.462
perkara korupsi di daerah.
Dari jumlah tersebut, mayo-
ritas merupakan perkara
suap dan gratifikasi, yang
jumlahnya 958 kasus.

Data ini Fitli sampaikan
di hadapan puluhan kepala
daerah dalam acara Penguatan
Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah (APIP) di kantor
Kementerian Dalam Negeri
(Kemendagti), Jakarta Pusat,
Rabu (13/9). “Yang paling
banyak adalah gratifikasi dan
penyuapan, itu paling banyak
65,5 persen,” kata Firli.

Jumlahnya mencapai
324 kasus (22,2 persen).
Lalu, ditemukan 57 kasus
(3,9 persen) penyalahgunaan
anggaran dan 57 kasus (3,9
persen) tindak pidana pen-

cucian uang (TPPU).
Perkara korupsi lainnya
yakni, 28 kasus (1,9 persen)
pungutan atau pemerasan, 25
kasus (1,7 persen) perizinan,
dan 13 kasus (0,9 persen)
perintangan proses KPK.
Secara garis besar, kata Firli,
korupsi di daerah banyak
berkaitan dengan peneri-
maan suap untuk tiga hal.
Pertama, pengurusan izin.
“Kedua, tindak pidana
korupsi terjadi karena
seringnya pengadaan barang
dan jasa. Ketiga barulah uru-
san penempatan urusan mu-
tasi dan demosi,” jelasnya.
Menurut Firli, angka ko-
rupsi di daerah dapat ditekan
melalui peran APIP. APIP
berfungsi sebagai pengawas
sejak pemerintah daerah
(pemda) merencanakan kebi-
jakan. Selanjutnya, APIP juga
berperan mengawasi pelaksa-
naan proyek pemda. @ mei
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MKTOLAK GUGATAN
MASA BERLAKU SIM

SEUMUR HIDUP
Kepala Korps Lalu
Lintas (Kakorlantas)
Polri Irjen Pol Firman
Shantyabudi (tengah)
meninggalkan ruang
sidang usai mengikuti
sidang putusan Peng-
ujian Materiil Undang-
Undang Nomor 22
Tahun 2009 tentang
Lalu Lintas dan Ang-
kutan Jalan di Gedung
MK, Jakarta, Kamis
(14/9). MK menolak
permohonan uji materi
yang diajukan Arifin
Purwanto terkait per-
mintaan masa berlaku
Surat Izin Mengemudi
(SIM) menjadi seumur
hidup.

Mendagri Sebut Banyaknya Tenaga
Honorer Titipan di Pemda Bebani APBD

Tenaga honorer banyak diisi oleh tim
sukses (timses) atau keluarga kepala
daerah, serta kerabat atau kenalan peja-

bat dinas setempat.

JAKARTA (IM) - Men-
teri Dalam Negeri (Mendagri)
Tito Karnavian mengatakan,
banyaknya tenaga honorer
bagian administrasi di ling-
kungan pemerintah daerah
(Pemda) justru membebani
anggaran. Banyaknya tenaga
honorer menjadi salah satu
modus yang dilakukan kepala
daerah untuk melambungkan
anggaran belanja pegawal.

Padahal, tidak sedikit dari
daerah itu bergantung pada
kucuran dana dari peme-

rintah pusat karena memi-
liki Pendapatan Asli Daerah
(PAD) yang kecil atau hanya
sekitar 2 sampai 3 persen.
“Dan ini ada modus yang
lain yang memang harus dise-
lesaikan, ini cukup mendasar
ini, yaitu banyaknya tenaga
honorer,” kata Tito saat me-
nyampaikan paparannya di
kantor Kemendagri pusat,
Jakarta Pusat, Rabu (13/9).
Contohnya, ada daerah
yang menganggarkan belanja
operasional 67 persen dari

Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD). Se-
mentara di sisi lain, 90 persen
keuangan Pemda itu masih
bergantung dari pemerintah
pusat.Sebanyak 90 persen
dana itu sebagian besar digu-
nakan untuk belanja pegawai
mulai dari gaji, tunjangan, dan
lainnya. Belanja anggaran itu
juga digunakan buat tenaga
honorer.

Berdasarkan pengamatan
Tito, daerah-daerah yang
bergantung pada transfer dari
pemerintah pusat, anggaran-
nya “tersedot” ke belanja
pegawai yang tidak memi-
liki keahlian khusus. Selain
itu, tenaga honorer bagian
administrasi banyak diisi oleh
tim sukses (timses) atau ke-
luarga kepala daerah, serta

Mario Dandy Ajukan Banding
Atas Vonis 12 Tahun Penjara

JAKARTA (IM) — Mario
Dandy Satriyo melakukan
perlawanan dengan menga-
jukan banding atas vonis 12
tahun penjara yang dijatuhkan
hakim PN Jakarta Selatan. Di
sisi lain, Jaksa juga mengaju-
kan banding.

“Benar terdakwa Mario
Dandy melalui penasihat hu-
kumnya telah mengajukan
upaya hukum banding ter-
hadap putusan Pengadilan
Negeri Jakarta Selatan,” ujar
Humas PN Jakarta Selatan,
Djuyamto saat dikonfirmasi,
Kamis (14/9).

Mario mengajukan berkas
banding ke PN Jakarta Selatan
pada 12 September 2023
.Pada tanggal yang sama, Jaksa
Penuntut Umum (JPU) juga
mengajukan banding ke PN
Jakarta Selatan.

“Terhadap pengajuan
permohonan upaya hukum
banding tersebut, ternyata
dari pihak Kejaksaan Negeri
Jakarta Selatan, jaksa penuntut
umum juga mengajukan upaya
hukum banding pada tanggal
yang sama, yaitu 12 Septem-
ber 2023,” katanya.

Djuyanto menambahkan,
penanganan proses hukum
banding akan dilakukan dan
diperiksa oleh hakim Pengadi-
lan Tinggi DKI Jakarta. Maka
itu, PN Jakarta Selatan bakal
segera menyiapkan berkas
bandingnya agar bisa segera
dikirimkan pula ke Pengadilan
Tinggi DKI Jakarta.

Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Jakarta Selatan (PN
Jaksel) dalam putusannya
memerintahkan agar mobil
Jeep Rubicon milik keluarga
Mario Dandy dilelang untuk
bayar ganti rugi kepada David
Ozora, korban penganiayaan
Mario Dandy.

Tapi, di sisi lain, mobil
tersebut saat ini sedang dalam
penguasaan Komisi Pember-
antasan Korupsi (KPK) untuk
proses penyelesaian perkara
dugaan Tindak Pidana Pen-
cucian Uang (TPPU) ayah
Mario Dandy, Rafael Alun
Trisambodo.

Oleh karenanya, KPK
masih akan mempelajari putu-
san PN Jaksel tersebut. Sebab,
mobil Jeep Rubicon tersebut
masih dibutuhkan KPK untuk

proses persidangan dugaan
pencucian uang mantan Peja-
bat Direktorat Jenderal Pajak,
Rafael Alun Trisambodo.

“Tentu kami segera pela-
jari nanti juga ya mekanisme
hukumnya seperti apa, karena
itu kan berkaitan dengan
perkara yang sedang kami
lakukan penyelesaian pen-
egakan hukumnya melalui
proses persidangan yang saat
ini masih berlangsung,” kata
Kabag Pemberitaan KPK,
Ali Fikri saat dikonfirmasi,
Rabu (13/9).

KPK masih akan mem-
pertimbangkan putusan PN
Jaksel soal Jeep Rubicon Ra-
facl Alun. Sebab, Jeep Rubi-
con yang kerap dipamerkan
Mario Dandy tersebut diduga
hasil dari pencucian uang
Rafael Alun. “Apakah nanti
betul apa yang diputuskan PN
Jaksel dalam perkara pidana
umumnya masuk ke dalam
penyitaan, atau perampasan di
TPPU ataupun di gratifikasi,
saat ini sedang proses persi-
dangan. Tentu nanti segera
dilakukan analisis terkait hal
tersebut,” ujar Ali. @ han
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RAKER KOMISI VI DPR DENGAN KEMENTERIAN BUMN
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Menteri BUMN Erick Thohir (tengah) didampingi Wakil Menteri BUMN |
Kartika Wirjoatmodjo (kiri) dan Wakil Menteri BUMN Il Rosan Roeslani
(kanan) menyampaikan paparan saat rapat kerja dengan Komisi VI DPR
di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (14/9). Rapat tersebut
menyetujui penyesuaian rencana kerja dan anggaran (RKA) Kementerian
BUMN Tahun 2024 dengan pagu anggaran sebesar Rp308,016 miliar.

kerabat atau kenalan pejabat
dinas setempat.

Tito menekankan, Aparat
Pengawasan Intern Pemerin-
tah (APIP) mesti lebih teliti
dan mendalam, serta me-
mantau berbagai perencanaan
instansi pemerintah tempat
mereka bertugas.

Menurut Tito, APIP me-
miliki fungsi yang strategis
untuk mencegah terjadinya
tindak pidana oleh instansi
atau kepala daerah terkait.
Mereka diharapkan tidak han-
ya mengaudit masalah pidana
di instansi terkait, melainkan
seperti mutasi, perilaku ang-
gota, hingga efisiensi ang-
garan.

“Salah satu upaya dari

pencegahan itu adalah dengan
memperkuat APIP-APIP ini,
schingga tidak terjadi masalah
hukum,” kata Tito.

“Prinsipnya bagaimana
kita memperkuat pencega-
han,” katanya.

Pencegahan Korupsi
(Stranas PK) merupakan
program lintas kementerian
dan lembaga yang terdiri
dari Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK), Kemendagti,
Badan Perencanaan Pem-
bangunan Nasional (Bappe-
nas), dan lainnya. Stranas PK
mencanangkan sejumlah aksi
yang fokus pada pencegahan
korupsi di berbagai sektor,
termasuk keuangan pemerin-
tah daerah. @ mei

Panglima TNI Ultimatum Prajurit Cawe-Cawe
pada Pemilu 2024 akan Diheti Sanksi Berat

JAKARTA (IM) — Pan-
glima TNI Laksamana Yodo
Margono menegaskan, akan
memberikan sanksi berat jika
kedapatan ada prajuritnya
tidak netral di Pemilu 2024.
Yudo juga akan membuat
aturan kepemiluan bagi pra-
juritnya.

Adapun aturan tersebut
dibuat untuk menjaga ne-
tralitas dan menghilangkan
keragu-raguan prajurit dalam
Pemilu 2024. Serta, mengatur
secara detil sikap TNI dalam
Pemilu 2024.

“Aturan itu akan berupa
Keppang (Keputusan Pan-
glima) dan juga nantinya akan
dibuatkan buku saku,” ujar
Yudo di Jakarta dikutip pada
Kamis (14/9).

Mantan KSAL ini juga
menckankan kepada seluruh
jajarannya melalui para Pan-
gkotama dari Matra Darat,
Laut dan Udara agar tetap
mengedepankan netralitas

tanpa batas.

Netralitas TNI kata Yudo
juga akan berlaku pada pur-
nawirawan. Karena tidak
boleh ada Purnawirawan yang
menggunakan hal-hal ber-
bau dinas digunakan dalam
kampanye atau menghadiri
kegiatan-kegiatan yang berkai-
tan dengan Pemilu. “Tidak
boleh ada atribut TNI yang
di pakai Kampanye, misalnya
kendaraan berplat Dinas,
tidak boleh itu,” ungkapnya.

Dalam pelaksanaan Pemi-
lu 2024 nanti, Yudo menyam-
paikan tentang sanksi bagi
Prajurit TNI yang melanggar
ketentuan netralitas TNI,
dari mulai hukuman disiplin
sampai hukuman pidana,
tergantung apa yang di langar
oleh prajurit TNIL

“Sanksi bisa berupa huku-
man disiplin atau hukuman
pidana, tergantung sejauh
mana apa yang dilakukan
prajurit,” katanya. e lus

Pentolan KKB Marko Murih Tewas Ditembak
Pasukan Elite Raider dari Jarak Hampir 1 Km

JAYAPURA (IM) - Pet-
sonel Satgas Yonif Raider
300/Bjw (Batalyon Infanteri
Raider 300/Braja Wijaya)
menembak Marko Murib
anggota teroris Kelompok
Kriminal Bersenjata (KKB),
yang merupakan anak buah
Titus Murib di Ilaga, Kabu-
paten Puncak, Papua Ten-
gah.

Dansatgas Mobile Raid-
er 300 Siliwangi, Letkol Inf
Afri Swandi Ritonga men-
gatakan, Marko Murib tewas
ditembak prajurit Satgas
Pamtas Mobile Yonif Raider
300/Bjw atas nama Praka
Lutfi Agus Hermawanto.

Peristiwa itu terjadi saat
anggota sedang melak-
sanakan patrol rutin di Ilaga.
Anggota saat itu mendapat-
kan informasi KKB akan
kembali melakukan pem-
bakaran terhadap tower
telekomunikasi sehingga
dilakukannya patroli.

Saat tim yang dipimpin
Dantim Waltis Satgas Yonif
300/Bjw Letda Inf Yusuf
Mulyono, melihat dua ang-
gota KKB membawa dua

pucuk senjata api laras
panjang namun keduanya
langsung melarikan diri
schingga terjadi penge-
jaran dan terjadi kontak
tembak.

“Kontak tembak yang
berlangsung sekitar lima
jam itulah Marko Mu-
rib alias Merinus Murib
tewas tertembak,” ujar
Letkol Inf Ritonga dalam
keterangannya dikutip,
Kamis (14/9).

Lebih lanjut dia men-
gatakan, anggota KKB
teroris itu berhasil ditem-
bak anggota dari jarak
hampir 1 kilometer atau
kurang lebih 650 meter.

KKB teroris juga
melakukan pembakaran
terhadap rumah petugas
kesehatan namun tidak
ada korban jiwa.

“Tidak ada korban
jiwa dalam insiden ke-
bakaran tersebut dan
api berhasil dipadamkan
tim gabungan TNI-Polri
dibantu masyarakat,” tut-
up Letkol Inf Afri Swandi
Ritonga. @ mei



